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BAB  I 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 

1.1. LATAR BELAKANG 
 
 

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan 

Daerah, Susunan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada 

Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kepulauan Talaud merumuskan dan menata penyelenggaraan kewenangan 

sebagai berikut ini : Bupati Kepulauan Talaud didukung oleh pejabat-pejabat dan staf yang 

tersebar pada jajaran/satuan kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, 

Lembaga Teknis Daerah (LTD), dan Lembaga Lainnya serta Unit Pelaksana Teknis (UPT).  

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana otonomi 

daerah yang menjalankan urusan – urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang dipimpin oleh 

Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas dalam 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas 

menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup 

tugasnya, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang 

melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang  Perangkat Daerah untuk membentuk 

Dinas  Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diharapkan dapat melaksanakan 

pengelolaan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan perubahan di 

segala bidang Pembangunan Nasional sesuai dengan iklim reformasi yang menyentuh 

seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara; serta UU Nomor 28 Tahun 1999, telah 

diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah.  

Instruksi  Presiden  tersebut  mewajibkan  setiap  Instansi  Pemerintah  sebagai  unsur 

penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan 

peranannya  dalam  pengelolaan  sumberdaya  dan  kebijakan  yang dipercayakan kepadanya 

berdasarkan  perencanaan  strategis  yang  ditetapkan.   Sebagai wujud  pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum 

kepada masyarakat maka Dinas  Perumahan dan Kawasan Permukiman menyusun Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022. 
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1.2 TUGAS POKOK, FUNGSI SKPD  
 

 Sesuai Perda Nomor 49 Tahun 2016 tentang  Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan 

Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Kepulauan Talaud, yang merupakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan 

dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :  
 
 

TUGAS  POKOK  
 

  Sebagai lembaga teknis Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,  

mempunyai Tugas Pokok adalah  membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah di bidang  Perumahan dan Kawasan Permukiman  serta 

tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah kabupaten 
 
 
 

 FUNGSI 
 

  Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan kebijakan teknis  di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;  

b. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi 

rumah umum;  

  c. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan 

dan evaluasi rumah swadaya;  

c. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan 

kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan 

permukiman;  

d. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan 

evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum  perumahan dan 

permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;  

e. Pelaksanaan administrasi Dinas; 

f. Pelaksanaan fungsi  lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 
 

 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA  DINAS 
 

  Sesuai  ketentuan pasal 6 Peraturan Bupati  Kepulauan  Talaud  Nomor 03 Tahun  

2016  Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas merumuskan 

kebijakan, memimpin, mengkoordinasikan, mempromosikan, membina,  mengawasi dan 

mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas  sebagaimana di 

maksud dalam pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Bupati  Kepulauan Talaud Nomor 49 Tahun 

2016.  

 

 

 

 



LkJIP Disperkim Kab. Kepl. Talaud Tahun 2022 Page 3 

 

 

 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT 

  Sekretariat  mempunyai tugas  membantu kepala dinas dalam perumusan kebijakan, 

pengkoordinasian, membina, merencanakan, mensinkronisasikan, mengawasi, 

mengendalikan  mengevaluasi kegiatan serta pelaksaaan tugas  Kesekretariatan, Bidang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum. Untuk 

melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut: 

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan umum 

dan rencana kerja anggaran (RKA) Sekretariat;  

b. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana program dan Rencana 

Kerja Anggaran (RKA) Dinas; 

c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Dinas; 

d. Pelaksanaan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang 

diajukan oleh bendahara pengeluaran; 

e. Pelaksanaan pembuatan dan penyusunan MP, SP, SPM dan SOP Dinas; 

f. Pelaksanaan verifikasi dan Pengesahan Surat Pertanggung-jawaban Dinas; 

g. Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi kegiatan Dinas; 

h. Pelaksanaan Ketata Usahaan, Kepegawaian, Kearsipan, Kehumasan dan 

Keprotokolan dan Kerumah tangan Kantor dan Administrasi perjalanan dinas; 

i.  Penataan organisasi dan Ketatalaksanaan Dinas; 

j. Koordinasi Penyusunan produk hukum bidang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman; 

k. Pengelolaan BMD yang berada dalam penguasaan Dinas; 

l. Pelaksanaan administrasi Keuangan dan Akuntansi Dinas; 

m. Pengkoordinasian dan sinkronisasi Penyusunan LKj.IP Dinas; 

n. Pengkoordinasian dan sinkronisasi Penyusunan LPPD; 

o. Pengkoordinasian dan sinkronisasi Penyusunan LKPJ Bupati; 

p. Pengkoordinasian dan sinkronisasi Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA) Dinas; 

q. Penghimpunan data dan informasi Dinas. 

r. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis 

untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; 

s. Menyampaikan   saran   dan   pertimbangan   kepada   atasan  baik  secara  lisan 

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan 

wewenang bidang tugasnya. 

 Sekretariat  dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas berkedudukan di bawah dan 

bertanggung-jawab kepada kepala Dinas. Sekretariat terdiri dari : 

a. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik; 

b. Sub Bagian Tata Usaha. 
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 Tugas Pokok  dan Fungsi Bidang Perumahan  dan Pertamanan 

 Tugas  

   Bidang Perumahan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang kepala bidang 

mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pendataan, Perencanaan dan Penyediaan Pendanaan 

Perumahan dan Pertamanan 

 Fungsi  

 Untuk melaksanakan tugas  tersebut, Bidang Perumahan dan Pertamanan 

menyelenggarakan fungsi :  

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan 

Pertamanan; 

b. Penyusunan  rencana program dan rencana kerja anggaran (RKA) bidang  

Perumahan dan Pertamanan; 

c. Pelaksanaan pendataan, perencanaan dan penyediaan pembiayaan Perumahan 

dan Pertamanan; 

d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan, kawasan 

permukiman dan Pertamanan tingkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan 

perundangan; 

e. Menyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang; 

f. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Bidang;  

g. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis 

untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; 

h. Menyampaikan   saran   dan   pertimbangan   kepada   atasan  baik  secara  lisan 

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

i. Melaksanakan   tugas kedinasan       lainnya      yang     diberikan oleh  kepala 

dinas sesuai dengan wewenang bidang tugasnya  

 Bidang Perumahan dan Pertamanan  dipimpin oleh seorang kepala Bidang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung-jawab  kepada kepala Dinas. Bidang Perumahan dan Pertamanan 

membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :  

  a. Seksi Pendataan, Perencanaan dan Penyediaan Pendanaan Perumahan;  

  b. Seksi Pertamanan dan Ketenagaan; dan Seksi Pemantauan, Evaluasi dan 

Sarana Prasarana. 

 Tugas Pokok  dan Fungsi Bidang Kawasan Permukiman, Prasarana,  Sarana dan 
Utilitas Umum 

   

 Bidang Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dipimpin oleh seorang 

kepala bidang mempunyai tugas  membantu kepala Dinas dalam  penyiapan koordinasi, 

fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan, Pencegahan dan 

Peningkatan Kualitas, Pemanfaatan dan Pengendalian, Prasarana, Sarana dan Utilitas 

Umum. 
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 Fungsi 
 

   Dalam melaksanakan tugas  tersebut diatas, Bidang  Bidang Kawasan Permukiman, 

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum menyelenggarakan fungsi : 
 

a. Penyusunan bahan  perumusan    kebijakan    teknis di bidang Kawasan 

Permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; 

b. Penyusunan  rencana program dan rencana kerja anggaran (RKA) bidang;     

c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di di bidang Kawasan Permukiman, 

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; 

d. Pelaksanaan Pendataan, perencanaan, pencegahan dan  peningkatan kualitas 

perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan 

pengendalian kawasan permukiman; 

e. Pelaksanaan Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di 

bidang PSU, Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

f. Pelaksanaan Perencanaan teknis, penyusunan standar dan pedoman di bidang 

PSU, Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

g. Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang PSU, Perumahan dan Kawasan 

Permukiman; 

h. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi bidang PSU, Perumahan dan Kawasan 

Permukiman tingkat Kabupaten; 

i. Menyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang; 

j. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Bidang;  

k. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis 

untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; 

l. Menyampaikan    saran    dan   pertimbangan   kepada   atasan  baik  secara  

lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

m. Melaksanakan   tugas kedinasan       lainnya      yang     diberikan oleh  kepala 

Dinas sesuai dengan wewenang bidang tugasnya. 
 
 

Bidang Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dipimpin oleh 

seorang kepala Bidang berkedudukan dibawah dan bertanggung-jawab langsung 

kepada kepala Dinas. Bidang Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas 

Umum sebagaimana dimaksud  pada pasal  26 terdiri dari 3 Seksi yaitu :  

a. Seksi Perencanaan, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas;  

b. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian; dan  

c. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum. 
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 Tugas Pokok  dan Fungsi Kelompok  Jabatan  Fungsional 

 Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan 

fungsi bidang keahlian masing-masing berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. 
  

 Tata  Kerja 

1).  Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala 

Seksi, Kepala Sub-Bagian serta Ketua kelompok Jabatan Fungsional 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di 

dalam maupun di luar lingkungan Dinas; 

2). Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung-jawab 

memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan 

dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya; 

3). Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-

petunjuk dan bertanggung-jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan 

secara berkala maupun sewaktu-waktu terhadap pelaksanaan tugas masing-

masing; 

4). Setiap laporan yang disampaikan oleh bawahan, diolah dan dipergunakan 

sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan untuk memberikan 

petunjuk; 

5). Dalam memberikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan 

pula pada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja ; 

6). Dalam hal Kepala Dinas  berhalangan, Bupati  menunjuk Sekretaris atau salah 

satu Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urut 

Kepangkatan; 

7). Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat 

dalam lingkup Dinas apabila berhalangan dapat mendelegasikan kewenangan 

tugas tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 
 
 

 Pembiayaan 

 Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain yang sah. 
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1.3 STRUKTUR ORGANISASI  

 
 

Struktur Organisasi  
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Kepulauan Talaud 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA DINAS 

 

SEKSI PENDATAAN 
PERENCANAAN DAN 

PENYEDIAAN 
PENDANAAN 
PERUMAHAN 

 

 

SEKSI 
PERTAMANAN DAN 

KETENAGAAN 

 

SEKSI 
PEMANTAUAN 
EVALUASI DAN 

SARANA 
PRASARANA 

 
BIDANG 

PERUMAHAN DAN 
PERTAMANAN 

 

 

BIDANG  
KAWASAN 

PERMUKIMAN DAN 
PSU 

SEKSI 
PERENCANAAN 

PENCEGAHAN DAN 
PENINGKATAN 

KUALITAS 

 

SEKSI 
PEMANFAATAN DAN 

PENGENDALIAN 

 

 

SEKSI 
PRASARANA 
SARANA DAN 

UTILITAS UMUM 

 

SEKRETARIS 

 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

 

SUB BAGIAN 
PERENCANAAN DATA 

INFORMASI PUBLIK 

 

 

SUB BAGIAN 
TATA USAHA 

 

UPTD 



LkJIP Disperkim Kab. Kepl. Talaud Tahun 2022 Page 8 

 

 

 

1.4 SUMBER DAYA MANUSIA DISPERKIM  

   Jumlah Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan 31 

Desember tahun 2022 sebanyak 21 orang PNS yang terdiri dari 3 orang Golongan IV, 16 

orang Golongan III dan 7 orang Golongan II, dengan rincian golongan sbb :  
 

 

No. Golongan Jumlah (Orang) 

1. Golongan IV C 1 Aparatur 

2. Golongan IV A 3 Aparatur 

3. Golongan III D 5 Aparatur 

4. Golongan III C 3 Aparatur 

5. Golongan III B 1 Aparatur 

6. Golongan III A 1 Aparatur 

7. Golongan II D 1 Aparatur 

8. Golongan II C 2 Aparatur 

9. Golongan II B - 

10. Golongan II A - 
Jumlah                                              17 Aparatur 

 
 
 
   

 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan klasifikasi Pendidikan terdiri dari 2 orang S², 

15 orang S¹, 2 orang DIII, 7 orang SMA/SMK.  

 
No. Pendidikan Jumlah (Orang) 
1. Magister (S²) 4 Orang 

2. S¹ 11 Orang 

3. DIII 1 Orang 
4. SMA/SMK 1 Orang 

Jumlah                                                17 Aparatur 
    

 Hal ini pula mengindikasikan bahwa formasi dalam jabatan struktural yang ada di Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Talaud sudah terisi semua. 

 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 
Menurut Status Kepegawaian yaitu : 

 
 
 
 
 

No. Status Kepegawaian Tahun 2021 
1. 
2. 

Aparatur Sipil Negara (ASN) 
Calon Pegawai ASN 

17  
- 

Jumlah  17 orang 
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1.5 ASPEK STRATEGIS YANG BERPENGARUH 

 1.5.1. ASPEK STRATEGIS 

   Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu instansi Pemerintah 

Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, mengemban tugas dan fungsi dalam mendukung 

pencapaian visi dan misi daerah 5 (lima) tahun mendatang, dengan terwujudnya tata kelola 

pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud yang baik, bersih, efektif dan efisien serta 

meningkatkan kualitas system pengendalian internal pemerintah demi untuk menjadikan 

Kabupaten Kepulauan Talaud menjadi lebih diberkati. 
 
 

 Terhadap Potensi yang besar ini maka hal penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak 

yand dibutuhkan oleh masyarakat yaitu adanya fasilitas yang memadai seperti fasilitas 

layanan umum dan ketersediaan Jaringan Internet sampai di wilayah. 
   
 

 

1.5.2. ISU STRATEGIS 
 

   Terhadap aspek strategis Kabupaten Kepulauan Talaud yang menjadi hal penting, 

mendasar, berjangka panjang, mendesak yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten 

Kepulauan Talaud, maka Isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Kepulauan Talaud untuk tahun 2020-2025 yang kiranya tercapai pada tahun 

kedepannya adalah : 
 

1. Dalam Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman; 

2. Berkembangnya wilayah pelayanan pertamanan yang didukung oleh ketersediaan dan 

pembangunan infrastruktur yang handal; 

3. Terwujudnya peningkatan pelayanan dalam hal pengelolaan taman yang berwawasan 

lingkungan; 

4. Meningkatnya ketersediaan tanah untuk kegiatan pembangunan dalam mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat.  
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1.6 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA 

 Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Talaud 

Tahun 2022 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah, dengan sistematika penyajian sebagai berikut :  
 

 

 BAB I PENDAHULUAN 

   Memuat gambaran umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten 

Kepulauan Talaud yang teridiri dari susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, 

landasan hukum, sumber daya aparatur, sarana dan prasarana dan sistematika 

laporan kinerja.  

 
 BAB II  PERENCANAAN KINERJA 

   Berisi gambaran singkat mengenai Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian 

Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Talaud 

Tahun 2022. 

 
 BAB III  AKUNTABILITAS KINERJA 

   Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja 

sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, 

serta realisasi anggaran organisasi. 

 
 BAB IV  PENUTUP 

   Berisi ringkasan/simpulan pencapaian kinerja, hambatan dan kendala dalam rangka 

pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi, dan upaya yang akan 

dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman pada tahun berikutnya.  
 

1.7 LANDASAN HUKUM 

  Sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Dinas Perumahan 

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sebagai berikut : 

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan 

bebas dari Korupsi dan Nepotisme; 

2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih 

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851);  
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3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; 

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Penyusunan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;   

9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. 
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BAB II 
 

PERENCANAAN KINERJA 
                                                                                                                                                                                                                                                          
2.1 RENCANA STRATEGIS   

  Pada bab ini dapat kami ringkaskan rencana strategik Tahun 2020-2025 dimana Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai Entitas 

Akuntabilitas Kinerja OPD adalah unit instansi pemerintah daerah selaku pengguna anggaran 

yang melakukan pencatatan, pengolahan dan pelaporan data kinerja. 

  Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Tahun 2020-2025, maka Sasaran Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun 2020 adalah Strategi 

dan arah kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selanjutnya dituangkan 

secara lebih rinci sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.  

  Dalam mencapai Visi dan Misi Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025 Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Talaud mengawal misi kelima 

yaitu : Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Aman 
 
 

  Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Berdasarkan Indikator 
Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

 
 
 

 
No 

 
Tujuan 

 
Sasaran 

 
Indikator  

Kondisi 
awal 

(2020) 

Target 

Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Tahun 
2023 

Tahun 
2024 

Tahun 
2025 

 
 
 
1 

 

Meningkatkan 
kualitas 
lingkungan 
hidup 
dikawasan 
perumahan, 
pemukiman, 
garis pantai dan 
sungai  

 

 
Terbukanya 
akses 
masyarakat 
terhadap rumah 
layak huni 
 

 
Ratsio rumah 
layak huni per 
1000 penduduk  

 
 
 

10% 

 
 
 

70% 

 
 
 

70% 

 
 
 

80% 

 
 
 

85% 

 
 
 

90% 

       

  

      
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

Meningkatnya 
kualitas 
lingkungan hidup 
dikawasan 
perumahan dan 
permukiman 
 

Presentase 
lingkungan 
perumahan dan  
permukiman 
yang bebas dari 
bencana banjir 
dan tanah 
longsor  

 
 

5% 

 
 

30% 

 
 

40% 

 
 

60% 

 
 

80% 

 
 

90% 

 

Presentase 
lingkungan 
perumahan dan  
permukiman 
yang berstatus 
lingkungan sehat 
 

 
 

6% 

 
 

20% 

 
 

40% 

 
 

60% 

 
 

80% 

 
 

90% 
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2.2 PERJANJIAN KINERJA  
 
 
 

 Dalam rangka mewujudkan target Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022, maka ditetapkan Perjanjian Kinerja 2022 sbb :   
 
 
 

Tabel  2.1  : Perjanjian Kinerja (PK) Tahun  2022 
 
 

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 
 
1. 

 
Terbukanya Akses Masyarakat 
Terhadap Rumah Layak Huni 

 
Rasio Rumah Layak Huni per 
1000 Penduduk 

 
70 % 

 

 
 
 

2. 

 
 
Meningkatnya Kualitas 
Lingkungan Hidup di Kawasan 
Perumahan dan Permukiman 

 
Persentase Lingkungan 
Perumahan dan Permukiman 
yang Bebas dari Bencana Banjir 
dan Tanah Longsor 
 

 
40  % 

 

Persentase Lingkungan 
Perumahan dan Permukiman 
yang berstatus lingkungan sehat 
 

 
40 % 

 

Program :  Anggaran : Keterangan 

 
1. 
2. 
 

3. 
4. 
 

5. 

 
Kawasan Permukiman 
Pengembangan dan Kawasan 
Perumahan Kumuh Pengembangan 
Perumahan Peningkatan 
Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum 
(PSU) 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota 
 

 
Rp.   185.244.000,- 
- 
 
- 
- 
 
Rp.   394.525.000,- 

 
 
 

DAU 

 
 
 

2.1.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA 

  Indikator kinerja utama adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif yang terdiri dari unsur 

masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tingkat 

capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

perlu ditetapkan karena secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai organisasi 

perangkat selama tahun 2022 adalah :  
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No Bidang Urusan/Indikator Metode Perhitungan 

1. Pekerjaan Umum 
 

 
a. 

 
Rasio rumah layak huni 

 

 
b. 

 
Rasio permukiman layak huni 

 

 
c. 

 
Lingkungan Pemukiman 

 

No Bidang Urusan/Indikator Rumus 

 
 

2. 

 
 
Perumahan 

 

 
a. 

 
Lingkungan pemukiman 
kumuh 

 

 
b. 

 
Rumah layak huni 

 

 

 

2.3. PERENCANAAN KEUANGAN 

  Dalam satu tahun anggaran, seluruh Perangkat Daerah diberikan kesempatan untuk 

merencanakan pagu anggaran pelaksanaan Program Kegiataan setiap tahun dan diberikan 

kesempatan untuk merencanakan kembali yang sudah ditetapkan melalui anggaran 

perubahan.  
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BAB III 
 

AKUNTABILITAS KINERJA  

 
 

3.1  CAPAIAN KINERJA DISPERKIM 
 

  Untuk dapat mengukur capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja 

sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Dan untuk 

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut diatas dilakukan analisa capaian kinerja 

Indikator Sasaran dan melalui perjanjian kinerja. Maka komitmen dan kesepakatan antara 

penerima tugas dan pemberi tugas dapat terwujud yang ditandai dengan capaian kinerja 

terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.  

 

 Indikator Sasaran Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2022 

adalah Terciptanya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni dengan 

prasarana dan sarana umum dalam kondisi baik. Untuk mencapai target kinerja tahun 2022, 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Talaud mengukurnya 

dengan Indikator kinerja sebagai berikut : 

 
 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target  

1 2 3 4 
 

1 

 
Terbukanya Akses 
Masyarakat Terhadap 
Rumah Layak Huni 

 
Rasio Rumah Layak 
Huni per 1000 
Penduduk 
 

 
70% 

 

 
Meningkatnya Kualitas 
Lingkungan Hidup di 
Kawasan Perumahan 
dan Permukiman 

Persentase 
Lingkungan 
Perumahan dan 
Permukiman yang 
Bebas dari Bencana 
Banjir dan Tanah 
Longsor 

 
  40% 

 
Persentase 
Lingkungan 
Perumahan dan 
Permukiman yang 
berstatus lingkungan 
sehat 

 
40% 
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3.2 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA 

  Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan jumlah rumah layak huni dan 
jumlah penduduk yaitu digunakan rumus : 

   

 

 

 

Rumus 
 

 

 

 
 

3.3 MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI  
 

  Berdasarkan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2025, 

Sasaran strategis yang tertuang adalah untuk Terbukanya Akses Masyarakat Terhadap 

Rumah Layak Huni, Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup di Kawasan Perumahan dan 

Permukiman dengan perbandingan antara target dan realisasi dengan hasil capaian 

tergambar pada tabel berikut : 

 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

 
Terbukanya Akses 
Masyarakat terhadap 
Rumah Layak Huni 

 
Rasio Rumah Layak 
Huni per 1000 Penduduk 

 
70% 

 
20% 

 
28% 

2 

 

Meningkatnya 
Kualitas Lingkungan 
Hidup di Kawasan 
Perumahan dan 
Permukiman 

Persentase Lingkungan 
Perumahan dan 
Permukiman yang 
Bebas dari Bencana 
Banjir dan Tanah 
Longsor 

 
 

40% 

 
 

15% 

 
 

37% 

Persentase Lingkungan 
Perumahan dan 
Permukiman yang 
berstatus lingkungan 
sehat 

 
 

40% 

 
 

20% 

 
 

50% 
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 Dari tabel tersebut dijelaskan bahwa : 

a. Indikator Rasio Rumah Layak Huni per 1000 Penduduk pada tahun 2022 dapat 

mencapai 28 persen. Pencapaian dapat dikategorikan memuaskan dari target 70 

persen dan realisasi 20 persen. 

  b. Presentase Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Bebas dari Bencana 

Banjir dan Tanah Longsor pada tahun 2022 mengalami peningkatan 37 persen dari 

target yang diharapkan yaitu 40 persen dan realisasi 15 persen.  

  c. Presentase Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang berstatus lingkungan 

sehat pada tahun 2022 mencapai 50 persen. Pencapaian ini merupakan 

pencapaian yang dikategorikan memuaskan dari target 40 persen dan realisasi 20 

persen. 
 

 

3.4 MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 
INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR 

 
 
 

  Tabel Target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan satu tahun 

sebelumnya sebagai berikut : 
 

 

No 
Sasaran  
Strategis 

Indikator  
Kinerja 

Tahun 2021 Tahun 2022 

Target Realisasi Target Realisasi 

1 2 3 4 5 6 7 
 

1. 

 
Terbukanya Akses 
Masyarakat terhadap 
Rumah Layak Huni 

 
Rasio Rumah 
Layak Huni per 
1000 Penduduk 

 
70% 

 
75% 

 
70% 

 
20% 

2. 

 

Meningkatnya 
Kualitas 
Lingkungan Hidup 
di Kawasan 
Perumahan dan 
Permukiman 

Persentase 
Lingkungan 
Perumahan dan 
Permukiman 
yang Bebas dari 
Bencana Banjir 
dan Tanah 
Longsor 

 
30% 

 
25% 

 
40% 

 
15% 

 

Persentase 
Lingkungan 
Perumahan dan 
Permukiman 
yang berstatus 
lingkungan sehat 

 
20% 

 

 
15% 

 

 
40% 

 

 
20% 

 

 

 

  

 Berdasarkan pada tabel diatas, terlihat bahwa pada tahun 2022 Rasio Rumah Layak Huni per 

1000 Penduduk mengalami peningkatan 20 persen, dan presentase Lingkungan Perumahan 

dan Permukiman yang Bebas dari Bencana Banjir dan Tanah Longsor mengalami 

peningkatan 15 persen,  sedangkan presentase Lingkungan Perumahan dan Permukiman 

yang berstatus lingkungan sehat mengalami peningkatan 20 persen dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya.  
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3.5 MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN 
TARGET JANGKA MENENGAH YANG ETRDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN 
STRATETGIS    

 
  Setelah mengalami perubahan pada RENSTRA 2020-2025, maka Indikator Disperkim 

menjadi pertama adalah Indikator Rasio Rumah Layak Huni per 1000 Penduduk; kedua 

Indikator Presentase Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Bebas dari Bencana 

Banjir dan Tanah Longsor; dan ketiga Indikator Persentase Lingkungan Perumahan dan 

Permukiman yang berstatus lingkungan sehat. Adapun gambaran perubahan RENSTRA 

terlihat pada table di bawah ini  : 

 
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan 

Sasaran Strategis Indikator 
Kinerja 

Sasaran Strategis Indikator 
Kinerja 

1 2 3 4 
 
 
Meningkatnya 
Kualitas 
Lingkungan 
Hidup di 
Kawasan 
Perumahan dan 
Permukiman  

 
Rasio Rumah Layak 
Huni per 1000 
Penduduk 

 
Terbukanya Akses 
Masyarakat 
terhadap Rumah 
Layak Huni 

 
Rasio Rumah 
Layak Huni per 
1000 Penduduk 

Persentase Lingkungan 
Perumahan dan 
Permukiman yang 
Bebas dari Bencana 
Banjir dan Tanah 
Longsor 

 

Meningkatnya 
Kualitas 
Lingkungan Hidup 
di Kawasan 
Perumahan dan 
Permukiman 

Persentase 
Lingkungan 
Perumahan dan 
Permukiman yang 
Bebas dari Bencana 
Banjir dan Tanah 
Longsor 

 

Persentase Lingkungan 
Perumahan dan 
Permukiman yang 
berstatus lingkungan 
sehat 

 
 

Persentase 
Lingkungan 
Perumahan dan 
Permukiman yang 
berstatus 
lingkungan sehat 

 
 
 
 

 Capaian target pada Indikator Rasio Rumah Layak Huni per 1000 Penduduk mencapai 70 

persen dan capaian realisasinya yaitu 20 persen; Capaian target pada indikator Presentase 

Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Bebas dari Bencana Banjir dan Tanah 

Longsor mencapai 40 persen dan capaian realisasinya 15 persen; dan capaian target pada 

indikator Presentase Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang berstatus lingkungan 

sehat mencapai 40 persen dan capaian realisasinya 20 persen.  
 

 Data tersebut tergambar pada tabel di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



LkJIP Disperkim Kab. Kepl. Talaud Tahun 2022 Page 19 

 

 

No 
Sasaran  
Strategis 

Indikator  
Kinerja 

Tahun  
2022 

Tahun 
2025 

Target Realisasi Target 

1 2 3 4 5 6 

 

1. 

Terbukanya Akses 
Masyarakat terhadap 
Rumah Layak Huni 

 

Rasio Rumah 
Layak Huni per 
1000 Penduduk 

 
70% 

 
20% 

 
90% 

2. 

 

Meningkatnya 
Kualitas 
Lingkungan Hidup 
di Kawasan 
Perumahan dan 
Permukiman 

Persentase 
Lingkungan 
Perumahan dan 
Permukiman yang 
Bebas dari Bencana 
Banjir dan Tanah 
Longsor 

 
40% 

 
15% 

 
90% 

 

Persentase 
Lingkungan 
Perumahan dan 
Permukiman yang 
berstatus lingkungan 
sehat 

 
40% 

 

 
20% 

 

 
  90% 

 

    
 
 
 

3.6 MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL 
   

 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 terhadap standar nasonal yang mana, ada 3 target 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Talaud yang mengacu 

pada standar nasional yang ada, seperti terlihat pada tabel berikut : 

  

No 
Sasaran  
Strategis 

Indikator  
Kinerja 

Tahun 2022 Standar Nasional 

Target Realisasi Target Realisasi 

 

1. 

 

Terbukanya Akses 
Masyarakat 
terhadap Rumah 
Layak Huni  

 

 

Rasio Rumah 
Layak Huni per 
1000 Penduduk  

 
 

70% 

 
 

20% 

 
 

100% 

 
 

65% 

 

2. 

 
 

Meningkatnya 
Kualitas 
Lingkungan Hidup 
di Kawasan 
Perumahan dan 
Permukiman 

 

Persentase 
Lingkungan 
Perumahan dan 
Permukiman 
yang Bebas dari 
Bencana Banjir 
dan Tanah 
Longsor 

 
 
 

40% 

 
 
 

15% 

 
 
 

100% 

 
 
 

70% 

Persentase 
Lingkungan 
Perumahan dan 
Permukiman 
yang berstatus 
lingkungan sehat 

 
 

40% 
 

 
 

20% 
 

 
 

100% 
 

 
 

60% 
 

    

 

  Berdasarkan tabel diatas, capaian realisasi target tahun 2022 belum sesuai dengan 

standar nasional yang ada. 
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3.7 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ 
PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIV SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN   

     
 

  Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Perumahan dan Kaasan 

Permukiman Kabupaten Kepulauan Talaud bahwa pencapaian target kinerja sasaran untuk 

kinerja :  

1. Rasio Rumah Layak Huni per 1000 Penduduk dapat mencapai target yang 

diperjanjikan dan berpredikat baik; 

2. Presentase Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Bebas dari 

Bencana Banjir dan Tanah Longsor dapat mencapai target yang diperjanjikan 

dan berpredikat baik; dan 

   3. Presentase Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang berstatus 

lingkungan sehat dapat mencapai target yang diperjanjikan dan berpredikat 

baik  

   Keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2022 ini disebabkan karena : 

1. Kemudahan akses terhadap media sosial mulai ada perubahan pada tahun 

ini dengan berbagai perbaikan pada infrastruktur jaringan; 

2. Regulasi Layanan Umum antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud 

dengan Instansi Teknis terkait dalam menjalin kerjasama untuk memberikan 

kemudahan berusaha terhadap pengusaha; 

3. Prioritas atau Perhatian Pemerintah daerah menunjang program kegiatan 

dalam mensosialisasikan dan melakukan pelayanan ke wilayah kecamatan;  

4. Adanya kerjasama kerelaan aparatur di Disperkim dalam melaksanakan dan 

mensukseskan Program Kegiatan pada keterbatasan anggaran di Tahun 

Anggaran 2022. 
 

   Kelemahan terhadap peningkatan pendapatan daerah yang terjadi di Kabupaten 

Kepulauan Talaud adalah : 

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Talaud 

sebagai pembantu Bupati dibidang optimalisasi pendapatan belum 

sepenuhnya dapat melakukan tugas optimalisasi infrastruktur perumahan dan 

kawasan permukiman terhadap pelaksanaan Desentralisasi,dekonsentrasi 

dan tugas pembantuan pada beberapa SKPD disebabkan belum 

dilimpahkannya kewenangan dari kemeterian tertentu; 

2. Kurangnya kaderisasi ASN yang mempunyai kemampuan dalam berbagai 

bidang tugas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman; 

3. Belum meratanya kemampuan aparatur dibidang infrastruktur perumahan dan 

kawasan permukiman; 

4. Masih terbatasnya dana dan sarana prasarana untuk menunjang 

pelaksanaan tugas; dan  
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5. Penganggaran Program Kegiatan yang tidak stabil/pengurangan anggaran. 
 

   Terhadap kelemahan yang kurang mengoptimalkan infrastruktur perumahan dan 

kawasan permukiman dalam menunjang kegiatan tersebut, maka perlunya alternativ 

solusi seperti : 

1. Melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan 

dengan pihak terkait agar kepercayaan masyarakat terhadap aparat dibidang 

perumahan dan kawasan permukiman tercipta; 
 

2. Meningkatkan dan kaderisasi kemampuan SDM melalui Bimtek/Diklat/Sosialisasi 

akan perkembangan IT dalam berbagai bidang tugas perumahan dan kawasan 

permukiman; 

3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat dibidang; 

4. Menyediakan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas bidang 

perumahan dan kawasan permukiman untuk optimalisasi peningkatan infrastruktur 

daerah; 

5. Membangun sinergitas aparat dibidang perumahan dan kawasan permukiman 

dengan masyarakat. 
 

 
 

3.8 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 
 

  Efisiensi penggunaan sumberdaya tentunya dengan memperhatikan lingkup 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumaham dan Kawasan Permukiman serta 

beban kerja dalam mewujudkan pencapaian target kinerja sasaran organisasi yang 

ditetapkan. Selanjutnya untuk percepatan pencapaian sasaran organisasi sebagaimana 

kondisi yang diinginkan demi terwujudnya peningkatan infrastruktur pembangunan daerah, 

oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya penting untuk program/kegiatan yang 

diprioritaskan, untuk Dinas Perumaham dan Kawasan Permukiman Kabupaten  Kepulauan 

Talaud perlu adanya : 

1. Sumber daya dalam bentuk anggaran untuk pembiayaan program/kegiatan seperti 

tersebut diatas sangatlah penting untuk mendapatkan perhatian dalam prioritas 

plafon anggaran; 

2. Efisiensi penggunaan sumber daya aparatur sipil negara yang professional sesuai 

dengan bidang ilmu yang relevan dengan bidang perumahan dan kawasan 

permukiman, maka perlu adanya pembiayaan Pelatihan atau Bimtek Aparatur, dan 

membutuhkan Aparatur yang kompeten di Bidang perumahan dan kawasan 

permukiman sangatlah efektif dalam menunjang kegiatan peningkatan infrastruktur 

pembangunan daerah. 
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3.9 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN 
KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA  

 
 

  Adapun program/kegiatan yang terdanai melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA) Dinas Perumaham dan Kawasan Permukiman untuk Tahun 2022 yang terealisasi 

untuk membiayai urusan wajib OPD saja atau untuk membiayai program kegiatan rutin kantor. 

Pagu Anggaran setelah perubahan yang tertuang pada DPPA Tahun Anggaran 2022 ini 

Sebesar Rp 2.465.665.186,- yang terdiri dari biaya gaji dan tujangan ASN sejumlah Rp 

1.664.139.088,-  dan belanja penunjang kegiatan operasional OPD dan untuk membiayai 

program/kegiatan urusan wajib Dinas Perumaham dan Kawasan Permukiman sebesar  Rp 

801.526.098,-.   Anggaran yang digunakan dalam melaksanakan rencana kinerja kegiatan 

Dinas Perumaham dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022 

dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD 2022 sebagaimana 

tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA Dinas Perumaham dan Kawasan 

Permukiman Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 2.556.084.151,- dan mengalami 

perubahan menjadi sebesar Rp 2.465.665.186,- sebagaimana tertuang dalam Anggaran 

Perubahan DPPA 2022 dari Anggaran Disperkim dikurangi sebesar 3,6 %, Dengan rincian 

sebagai berikut : 

Tabel 3.9 
Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan Dinas Perkim 

 

 

 ANGGARAN 
(Rp) 

REALISASI 
(Rp) 

PERSENTASE 
(%) NO PROGRAM/KEGIATAN 

1. 
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA 

2.280.421.188 2.252.379.672 98,8 

 Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

1.625.000 1.590.000 97,8 

 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.664.139.088 1.642.029.352 98,6 
 Administrasi Umum Perangkat Daerah 154.417.582 154.249.220 99,9 

 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah 

- - - 

 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

394.525.000 391.755.000 99,3 

 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

65.714.536 62.756.100 95,5 

2. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 185.244.000 21.184.000 30,5 

 Penerbitan Izin Pembangunan Kawasan 
Permukiman   

69.324.000 21.184.000 30,5,95 

 Peningkatan Kualitas Kawasan 
Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 
10 Ha   

115.920.000 - 0 

  

3. 

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN 
SERTIFIKASI,KUALIFIKASI,KLASIFIKASI 
DAN REGISTRASI BIDANG PROGRAM 
PENGEMBANGAN PERUMAHAN 

- - - 

 
 - - - 

 
 - - - 
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 Adapun program dan kegiatan rancangan RKPD pada tahun 2022 terdiri dari :  

 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 
 

  1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

    Dengan Sub Kegiatan sbb : 

    1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

    2). Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan 

  2. Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 

    Dengan Sub Kegiatan sbb : 

    1). Koordinasi dan penyusunan dokumen rka skpd 

    2). Koordinasi dan penyusunan dokumen dpa skpd 

   3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

    Dengan Sub Kegiatan sbb : 

   1). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

    2). Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

    3). Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

    4). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

   4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

    Dengan Sub Kegiatan sbb : 

    1). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

    2). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor    

  5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

    Dengan Sub Kegiatan sbb : 

   1). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

 2. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 

  1. Kegiatan Penerbitan Izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman 

    Dengan Sub Kegiatan sbb : 

   1). Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan 

kawasan permukiman dan permukiman kumuh 

  2. Kegiatan peningkatan kualitas kaasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 

(sepuluh) Ha 

    Dengan Sub Kegiatan sbb : 

   1). Perbaikan rumah tidak layak huni 
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BAB IV 
 
 
 

PENUTUP 
 
 

  Penyampaian Laporan Kinerja ini adalah merupakan bentuk pertanggunjawaban dari 

pelaksanaan tugas dan fungsi  yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah dalam 

hal ini Dinas Perumaham dan Kawasan Permukiman atas penggunaan anggaran yang 

ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan tujuan memberikan 

informasi atas kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan 

seharusnya dicapai dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi 

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. 

  Secara garis besar inti laporan ini mencakup capaian akuntabilitas Dinas Perumaham 

dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 yaitu; 1). Indikator Rasio Rumah Layak Huni per 1000 

Penduduk dapat mencapai 28%. Pencapaian dapat dikategorikan tidak memuaskan dari 

target 70% dan realisasi 20%; 2). Presentase Presentase Lingkungan Perumahan dan 

Permukiman yang Bebas dari Bencana Banjir dan Tanah Longsor pada tahun 2022 

mengalami penurunan 37% dari target yang diharapkan yaitu 40% dan realisasi 15%. 3). 

Presentase Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang berstatus lingkungan sehat pada 

tahun 2022 mencapai 50% dari target 40% dan realisasi 20% ini dipahami karena anggaran 

yang tersedia sangat terbatas dalam pencapaian target dari ke tiga indikator tersebut baik 

yang bersumber dari DAK, DAU serta kurangnya serapan anggaran yang tertata didalam 

program.   
 
 

4.1 KESIMPULAN 

  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022 merupakan hasil evaluasi kinerja 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selama 1 (satu) tahun anggaran yang berisikan 

program dan kegiatan pelaksanaan tugas-tugas yang telah berhasil dilaksanakan. Hasil 

evaluasi tersebut diharapkan sebagai alat penilai kinerja kuantitatif yang secara transparan 

menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsinya.  

  Meskipun demikian terdapat beberapa faktor diluar kendali Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai regulator, tetap menyumbang 

peranan atas keberhasilan kinerja di tahun 2022. Untuk kegiatan-kegiatan yang tidak 

mencapai target yang telah ditetapkan, harus dijadikan bahan kajian dan sebagai pelajaran, 

pemicu peningkatan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten 

Kepulauan Talaud untuk tahun yang akan datang.  

   

 

 

 

 

 
 
 
 



LkJIP Disperkim Kab. Kepl. Talaud Tahun 2022 Page 25 

 

 

4.2 SARAN 

  Supaya dapat mempertahankan capaian kinerja, sasaran dan memperbaiki kinerja 

sasaran yang masih rendah sangat diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait 

dengan melaksanakan tugas-tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten 

Kepulauan Talaud. Kedepan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan 

secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan maka optimalisasi 

mekanisme manajemen internal organisasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Kepulauan Talaud akan ditingkatkan untuk secara pro aktif mengevaluasi berbagai 

kegiatan yang dilaksanakan. 

  Agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kabupaten Kepulauan Talaud dapat berjalan lebih baik sangat diperlukan umpan 

balik dari pengambil keputusan kebijakan Pemerintah Daerah yang dapat meningkatkan 

semangat kerja aparat Pemerintah dalam mengemban amanah visi dan misi Pemerintah 

Kabupaten Kepulauan Talaud khususnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Aman.      

  Demikianlah kewajiban bagi setiap kepala Organisasi Perangkat Daerah dimana paling 

lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk menyusun laporan kinerja 

tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada 

Bupati Kepulauan Talaud untuk menjadi bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. 

 

No. Paraf Hirarkhis 

1. 
Sekretaris                        

2. 
Kasubag Perencanaan dan 
Evaluasi 

 

3. Operator komputer 
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